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Peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan 
potensi ekonomi rakyat. Sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha 
simpan pinjam dan juga lembaga pembiayaan, terhadap Koperasi haruslah 
terdapat sebuah sistem pengawasan yang baik. Permasalahan terkait pelaksanaan 
pengawasan ini adalah implementasi Pasal 2 Dan Pasal 6 Ayat (3), hambatan-
hambatan, serta upaya-upaya dalam mengatasi kendala tersebut. 
Berdasarkan latar belakang diatas, Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui 
dan menganalisis implementasi Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri 
Koperasi Dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan 
Koperasi terkait pengawasan pelaksanaan usaha simpan pinjam di Dinas Koperasi 
dan UKM Kota Malang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi 
pengawasan koperasi, serta mengetahui dan menganalisis upaya-upaya dalam 
menghadapi kendala-kendala.  
Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, 
pendekatan yuridis sosiologis, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data 
primer dan data sekunder, teknik memperoleh data melalui wawancara, teknik 
analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. 
Implementasi Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM 
Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 antara lain : dilakukannya kunjungan langsung 
atau inpeksi pada koperasi yang bersangkutan; pemeriksaan terhadap laporan 
Rapat Anggota Tahunan; dalam hal benar ditemukan permasalahan, maka akan 
dilakukan pengawasan oleh bidang penagwasan koperasi Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro Kota Malang untuk dicari penyebabnya; setelah ditemukan 
penyebab dari permasalahan yang dilakukan maka akan dilakukan pembinaan; 







THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 2 AND ARTICLE 6 
PARAGRAPH (3) OF THE REGULATION OF THE MINISTER OF 
COOPERATIVES RELATED TO THESUPERVISION OF THE 
IMPELEMENTATION OF SAVING AND LOANS BUSINESS  
(Study in the local office of cooperatives and SME of Malang City) 





The role of cooperatives is very important in growing and developing the 
economic potential of the people. As a business entity that runs savings and loan 
business activities as well as financing institutions, the Cooperative must have a 
good supervisory system. Issues related to the implementation of this supervision 
is the implementation of Article 2 and Article 6 Paragraph (3), constraints, as well 
as efforts to overcome these obstacles. 
Based on the above background, the purpose of this paper is to know and analyze 
the implementation of Article 2 and Article 6 Paragraph (3) Regulation of the 
Minister of Cooperatives and SME Number 17 / Per / M.KUKM / IX / 2015 
About the supervision of Cooperatives related to supervision of the 
implementation of savings and loan business in Department of Cooperatives and 
SMEs of Malang City and the constraints faced in the implementation of 
cooperative supervision, as well as to know and analyze efforts in facing the 
constraints. 
While the research method used is empirical juridical research, sociological 
juridical approach, type and source of data used are primary data and secondary 
data, technique of obtaining data through interview, data analysis technique used 
is descriptive qualitative method. 
Implementation of Article 2 and Article 6 Paragraph (3) Regulation of the 
Minister of Cooperatives and SME Number 17 / Per / M.KUKM / IX / 2015, 
among others: direct visit or inpeksi on the cooperative concerned; examination of 
the Annual Members Meeting report; in the case of true found the problem, it will 
be supervised by the field pengagwasan cooperative Office of Cooperatives and 
Micro Enterprises Malang to look for the cause; after found the cause of the 
problems that will be done coaching; coaching is carried out on the cooperative 
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A. Latar Belakang 
Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang dipilih oleh 
sebagian masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Selain 
koperasi, terdapat badan usaha lainnya yang memiliki sifat dan ciri yang 
berbeda dengan koperasi. Salah satu ciri yang membedakan koperasi adalah 
dasar falsafahnya. Dasar falsafah koperasi untuk mencapai kesejahteraan 
bersama berdasarkan asas kekeluargaan sedangkan dasar falsafah badan usaha 
bukan koperasi untuk mencapai laba sebesar-besarnya. 
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) 
khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia 
disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Selanjutnya 
penjelasan Pasal 33 UUD NRI 1945 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran 
masyarakat merupakan hal yang diutamakan bukan kemakmuran orang per 
orang dan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 UUD 
NRI 1945 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru 
perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian 
nasional.  
Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas 
maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan 
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mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan 
demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, 
kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi 
seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang 
menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam 
perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi 
selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana 
dimaksud dalam UUD NRI 1945.  
Koperasi merupakan wadah untuk memberdayakan masyarakat 
melalui pengembangan usaha dan kesejahteraan anggota yang dapat mendukung 
pemerataan pembangunan di Indonesia. Koperasi mempunyai peranan yang 
cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang 
mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Koperasi bertujuan untuk 
mencapai kehidupan perekonomin yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang 
menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di 
sekitarnya.  
Pengaturan tentang koperasi diatur dalam Undang-Undang Negara 
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 
(selanjutnya disebut UU Koperasi).1 Koperasi yang sering disebut sebagai 
sokoguru ekonomi kerakyatan ini, batasannya dirumuskan dalam Pasal 1 
Angka 1 UU Koperasi, yang berbunyi sebagai berikut:  
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang 
atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan 
berdasarkan prinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasarkan atas asas  kekeluargaan.  
                                                             




Dari pasal ini dapat dipastikan bahwa :  
a. Koperasi adalah badan usaha 
b. Pendiri / pemiliknya adalah orang-orang (perorangan / individu) atau 
badan hukum Koperasi 
c. kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan 
d. Sebagai gerakan ekonomi rakyat. 
Ada 4 prinsip yang setidak-tidaknya harus dipenuhi oleh setiap 
badan yang menamakan dirinya Koperasi. Prinsip-prinsip itu adalah :2 
1. Adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil 
yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam 
Koperasi. Bersumber dari ketantuan ini timbul ketentuan-ketentuan 
tentang pembagian atas sisa hasil usaha, kewajiban penyertaan uang 
simpanan untuk partisipasi dalam pembiayaan Koperasi, kewajiban ikut 
serta bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian yang terjadi pada 
Koperasi, atau ikut sertya dalam pembentukan cadanngan perorangan atau 
cadangan bersama dalam Koperasi. 
2. Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para 
anggota; 
3. Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan 
kesukarelaan 
4. Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota 
dalam ketatalaksanaan dan usaha Koperasi 
                                                             
2 Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi ,Cet. Kedua Jakarta, Rineka 
Cipta, 1997, hal. 11 
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Dalam pembentukan koperasi di Indonesia memiliki peran dan 
fungsi  untuk :3  
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 
manusia dan masyarakat;  
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;  
d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang 
merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi 
ekonomi.  
Dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Koperasi disebutkan bahwa usaha 
koperasi yaitu yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk 
meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Salah satu kegiatan usaha 
koperasi adalah simpan pinjam. Dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Koperasi 
dijelaskan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya 
melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang 
bersangkutan dan Koperasi lain dan/atau anggotanya.  
Selain dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
Tentang Perkoperasian, pengaturan tentang koperasi juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. 
Sebagaimana dimuat dalam Pasal 5 Ayat (1) bahwa bentuk badan hukum 
                                                             




lembaga keuangan mikro adalah koperasi dan perseroan terbatas. Kegiatan usaha 
koperasi dimuat dalam Pasal 11 Ayat (1), yang berbunyi 
"Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha 
dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman 
atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota 
dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun 
pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha." 
 
Pengaturan terkait pengawasan koperasi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya 
dimuat dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (3) yang berbunyi sebagai berikut 
"(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM 
dilakukan  oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten/ Kota." 
 
Dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam di koperasi patut 
diperhatikan kesehatan koperasi dan tingkat likuiditas. Permasalahan yang sering 
terjadi dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam di koperasi adalah tingkat 
likuiditas yang rendah. Permasalahan terkait likuiditas yang buruk dalam 
koperasi terjadi dalam kasus Koperasi Serba Usaha Montana (KSU Montana) 
Malang. Persoalan yang melilit Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana cukup 
pelik. Sebab, penyebab gagal bayar dana nasabah hingga dilaporkan ke Polres 
Malang Kota, karena koperasi ini ’tersandera’ piutang Rp 35 miliar. Piutang 
macet ini lah jadi penyebab koperasi yang berdiri sejak 1999 ini tak mampu 
bunga serta memenuhi permintaan beberapa nasabah yang ingin menarik 
seluruh uangnya pada Juli lalu.4 Permasalahan yang terjadi pada KSU 
                                                             
4 http://radarmalang.co.id/koperasi-montana-tersandera-piutang-rp-35-m-17782.htm , 
diakses pada 12 Agustus 2016. 
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Montana menunjukkan buruknya manajemen usaha simpan pinjam yang mana 
berpengaruh pada tingkat likuiditas koperasi. 
Permasalahan terkait simpan pinjam juga terjadi dalam Koperasi 
Pandawa. Dalam kasus Koperasi Pandawa ini tergolong cukup unik, dimana 
Koperasi Pandawa menawarkan pelunasan kredit yang dimiliki nasabah. Akan 
tetapi, nasabah dikenakan biaya sekurang-kurangnya Rp 300.000.Koperasi 
Pandawa mengeluarkan surat yang menganggap melunaskan tagihan 
pembayaran kredit dari debitor. Adapun mekanismenya pertama, masyarakat 
atau nasabah diminta membayar biaya ratusan ribu rupiah tersebut. Kemudian, 
pihak koperasi mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa sang nasabah 
sudah tak lagi memiliki kewajiban kredit alias lunas untuk urusan tagihan 
kredit. Hal tersebut tergolong ganjill dimana hubungan perjanjian pembiayaan 
antara lembaga pembiayaan dengan nasabah, lalu tiba-tiba ada pihak lain yang 
membuat surat yang mengatakan perjanjian itu menjadi tidak berlaku atau 
kredit sudah lunas.5 
Sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha simpan 
pinjam dan juga lembaga pembiayaan, terhadap Koperasi haruslah terdapat 
sebuah sistem pengawasan yang baik. Tanpa adanya pengawasan terhadap 
Koperasi rasanya sulit mengharapkan atmosfer perekonomian yang sehat, 
khususnya bagi ekonomi mikro. Guna melakukan pengawasan yang baik 
terhadap Koperasi, pemerintah selaku pembuat kebijakan mengeluarkan 
peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha 
Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.UKM/IX/2015 





Tentang Pengawasan Koperasi (selanjutnya disebut Permenkop No.17/2015). 
Dalam Pasal 2 Permenkop No. 17/2015 disebutkan tujuan dari pengawasan 
koperasi adalah untuk  
a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh 
pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan wilayah keanggotaan Koperasi;  
b. Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan 
kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Pengawasan terkait aspek usaha simpan pinjam dimuat dalam Pasal 6 
Ayat (3) Permenkop No. 17/2015, dalam pengawasan terkait aspek usaha simpan 
pinjam meliputi hal-hal sebagai berikut 
a. penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, Koperasi lain 
dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan 
obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal 
penyertaan; 
b. mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana 
agar tidak terjadi over liquid dan unliquid;  
c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva 
produktif mengurangi kemacetan 
Secara harfiah, pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dimana 
suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan 
atau dalam keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan gambaran 
mengenai hal-hal yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan, 
dan batas pengawasan (control limit) merupakan tingkat nilai atas atau bawah 
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suatu sistem dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan 
hasil yang cukup memuaskan.6 
Adanya permasalahan yang diuraikan sebelumnya menunjukkan 
adanya kesenjangan antara tujuan berdirinya koperasi dengan realita yang 
terjadi masyarakat. Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 UU Koperasi, 
bahwa "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya 
dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian 
Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur 
berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945." Sedangkan 
permasalahan yang terjadi pada KSU Montana berseberangan dengan tujuan 
didirikannya koperasi, yang mana justru menimbulkan kerugian kepada 
anggotanya. 
Terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan 
judul “HAMBATAN DAN UPAYA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 2 
DAN PASAL 6 AYAT (3) PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN 
UKM NOMOR 17/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG PENGAWASAN 
KOPERASI TERKAIT PENGAWASAN PELAKSANAAN USAHA 





                                                             
6 Soewartojo, Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikaji lebih 
mendalam terkait “Implementasi Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan 
Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang 
Pengawasan Koperasi Terkait Pengawasan Pelaksanaan Usaha Simpan 
Pinjam”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi 
berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan 
UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015? 
2. Apa upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 
pengawasan terhadap koperasi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) 




C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan 
pengawasan terhadap koperasi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) 
Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya untuk mengatasi 
hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi berdasarkan 
Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM 
Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat 
teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berhubungan dengan 
pengembangan keilmuan di bidang hukum, sedangkan manfaat praktis 
berhubungan dengan perananya. Adapun penjabaran dari kedua manfaat 
tersebut, adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Penilitian ini dilakukan agar dapat dijadikan bahan kajian dalam 
pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang 
terkait dengan implementasi Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan 
Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang 
Pengawasan Koperasi terkait pengawasan pelaksanaan usaha simpan 
pinjam. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dinas Koperasi dan UKM 
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Sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan fungsi, tugas, dan 
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan 
dalam aspek pelaksanaan usaha simpan pinjam di koperasi. 
b. Koperasi 
Untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan manajemen terhadap 
pelaksanaan usaha simpan pinjam, sehingga dapat memenuhi 
tujuannya yaitu mensejahterakan anggota dan masyarakat. 
c. Mahasiswa 
Sebagai bahan bacaan yang dapat menambah pengetahuan mengenai 
pengawasan pelaksanaan usaha simpan pinjam. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah membagi dalam 5 (lima) 
bab dengan tujuan supaya mempunyai susunan yang sisitematis, sehingga 
dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara setiap 
bab sebagai suatu rangkaian, dimana masing-masing bab digolongkan ke 
dalam suatu sub-sub bab. 
Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
1. Bab I Pendahuluan 
Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang implementasi Pasal 2 
dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 
17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi terkait 
pengawasan pelaksanaan usaha simpan pinjam, rumusan masalah, tujuan, 
dan manfaat penelitian. 
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2. Bab II  Kajian Pustaka 
Pada bab ini memuat uraian kajian pustaka yang sistematis dan logis yang 
terkait dengan pembahasan mengenai kajian umum tentang koperasi, 
pembahasan mengenai kajian umum tentang kegiatan usaha simpan 
pinjam, pembahasan mengenai kajian umum tentang pengawasan. 
 
3. Bab III Metode Penelitian 
Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, 
metode pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan definisi 
operasional, serta sistematika penulisan. 
 
4. Bab IV Hasil Dan Pembahasan 
Dalam bab ini memuat uraian tentang hasil dan pembahasan kajian 
implementasi Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi 
Dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan 
Koperasi terkait pengawasan pelaksanaan usaha simpan pinjam dan 
pembahasan hambatan serta upaya-upaya untuk mengatasinya dalam 
pelaksanaan pengawasan koperasi terkait pelaksanaan usaha simpan 
pinjam menurut Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi 






5. Bab V Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis atau pembahasan 
yang telah dilakukan untuk menjawab masalah yang diangkat. Disamping 
itu, bab ini juga memuat saran dari penulis untuk kepentingan teoritis, 












A. Kajian Umum Tentang Koperasi 
1. Pengertian Koperasi 
Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari 
kata-kata Latin yaitu Cum yang berarti dengan, dan Aperari yang berarti 
bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah Co dan 
Operation, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah 
Cooperatieve Vereneging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  
Kata Co Operation kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi 
sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang 
dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan 
keanggotaan yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu koperasi dapat 
didefenisikan seperti berikut: “Koperasi adalah suatu perkumpulan atau 
organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, 
yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut 
peraturan yang ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan 
suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para 
anggotanya.1 
                                                             
1 Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi 
Indonesia Di Dalam Perkembangannya, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta, 1986, hlm 9. 
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Dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-
unsur koperasi sebagai berikut2 
1. Koperasi bukanlah suatu organisasi perkumpulan modal (akumulasi 
modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan social, 
kebersamaan bekerja dan bertanggung jawab. 
2. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan 
oleh siapapun, bersifat sukarela, netral terhadap aliran, isme, dan 
agama. 
3. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara 
bekerja sama secara kekeluargaan. 
Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan 
ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupan keluarga. 
Nampak di dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan 
secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh 
anggota keluarga.3 
Margono Djojohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul 
“10 Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa koperasi ialah 
perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri 
hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.4 
Di dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 
pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Koperasi Indonesia adalah organisasi 
                                                             
2 R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2005, hlm 2. 
3 Ibid. 
4 Bahri Nurdin, Perkenalan Dengan Beberapa Konsep Ekonomi Koperasi, Jakarta, 
Fakultas Ekonomi UI, 1993, hal.7. 
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ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau 
badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai 
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.  
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian 
kesatu, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang 
beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan 
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.  
Kemudian Undang-Undang Koperasi No.12 Tahun 1976 Bab 
III, Bagian I pasal 3 mengatakan “Koperasi adalah organisasi ekonomi 
rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan 
hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha 
bersama berdasarkan azaz kekeluargaan. Terakhir undang-undang koperasi 
mengalami perubahan pada Tanggal 21 Oktober 1992, mendefenisikan 
“Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang 
seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya 
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat 
yang berdasarkan azaz kekeluargaan. 
Koperasi yang baik seharusnya memiliki ciri-ciri antara lain:5 
a) anggotanya terikat pada satu keperluan dan tujuan, 
b) semangat berjuang bersama dan saling mendukung, 
c) pemilikan bersama serta mempertahankannya bersama, dan 
                                                             
5 Zulkarnain Lubis, Koperasi Untuk Ekonomi Kerakyatan, Medan: Citapustaka Media, 
2008, hlm 31-32 
18 
 
d) meningkatkan kesejahteraan anggota. 
 
2. Asas Koperasi 
Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara 
jelas tertuang di dalam ketentuan Bab II, Bagian pertama, Pasal 2 UU No. 
25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas 
yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan 
telah berurat-berakar dalam jiwa bangsa Indonesia.6 
Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi 
Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian 
sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, 
lingkungan, waktu, dengan suatu cirri khas adanya unsur Ketuhanan Yang 
Maha Esa, kegotong royongan dalam arti bekerja sama, saling bantu 
membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.7 
Dengan asas kekeluargaan, telah mencerminkan adanya 
kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu 
dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus 
serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta 
keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.8 
Asas kekeluargaan ini merupakan faham yang dinamis,9 artinya 
timbul dari semangat yang tinggi untuk secara bekerjasama dan tanggung 
                                                             
6 R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, op cit, hlm 37. 
7 Ibid. 
8 G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, Koperasi 




jawab bersama berjuang menyukseskan tercapainya segala sesuatu yang 
menjadi cita-cita dan tujuan bersama dan berjuang secara manunggal 
untuk mengatasi resiko yang diderita koperasinya sebagai akibat usahanya 
untuk kepentingan bersama. 
Asas kekeluargaan tersebut memiliki suatu karakteristik khas 
bangsa Indonesia, yaitu kerjasama atau kegotong royongan. Di dalam 
kerjasama atau kegotong royongan tersebut tercermin bahwa di dalam 
koperasi telah terdapat kesadaran dan keinsyfan semangat kerjasama dan 
tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal ini 
bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama 
dijinjing berat sama dipikul. 10 
Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi 
mempunyai pengertian luas, yakni11 
a) Gotong royong dalam ruang lingkup organisasi 
b) Bersifat terus menerus dan dinamis 
c) Dalam bidang atau hubungan ekonomi 
d) Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan. 
Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan semakin kuat 
dan pelaksanaan kerjanya akan semakin lancar karena para anggotanya 
dukung-mendukung dan dengan penuh kegairahan kerja serta tanggung 
jawab berjuang mencapai tujuan koperasi.12 
 
3. Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi 
                                                             
10 Ibid. 
11 Nindyo Pramono, op cit, hlm 18. 
12 G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, loc cit. 
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Dari definisi cooperation is an economic system with social 
contrast, sebagaimana diungkapkan oleh Casselman, koperasi 
mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi 
merupakan suatu system dan sebagaimana diketahui system itu merupakan 
himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang 
secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.13 
Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata 
lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari 
keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut 
merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya system pembukuan 
yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, 
dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan 
(Philantropis), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam 
organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan 
pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang 
demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon 
anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota 
secara proposional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.14 
Dalam Bab II, Bagian Kedua, Pasal (3) UU No.25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut: 
“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam 
                                                             
13 Andjar Pachta W. dkk, Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, 
Pendirian, dan Modal Usaha, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 21. 
14 Ibid, hlm 21-22. 
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rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” 
Sedangkan di dalam Pasal (4) UU Nomor 25 Tahun 1992, 
diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia seperti berikut: 
a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 
b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 
kehidupan manusia dan masyarakat. 
c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai 
sokogurunya. 
d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 
 
4. Prinsip-Prinsip Koperasi 
Dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal (5) UU Nomor 25 Tahun 
1992 diuraikan bahwa: 
1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: 
a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; 
b) pengelolaan dilakukan secara demokratis; 
c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 
besarnya jasa usaha masing-masing anggota; 
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d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 
e) kemandirian. 
2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula 
prinsip Koperasi sebagai berikut: 
a) pendidikan perkoperasian 
b) kerja sama koperasi 
Dalam Penjelasan dari Pasal (5) UU No.25 Tahun 1992 
tersebut, diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu 
kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Prinsip 
koperasi ini merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan 
usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Dengan adanya 
prinsip tersebut, koperasi dapat dibedakan dari badan usaha lainnya, 
karena adanya: 
a) Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi. Sifat ini mengandung 
arti bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh 
siapapun. 
Koperasi adalah organisasi sukarela, terbuka kepada semua orang 
untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau 
menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis 
kelamin, social, suku politik, atau agama.15 
b) Adanya prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan bahwa 
pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para 
anggotanya. 
                                                             
15 Andjar Pachta W. dkk, Hukum Koperasi Indonesia : Pemahaman, Regulasi, 
Pendirian, dan Modal Usaha, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 23. 
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Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh 
anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan 
dan membuat keputusan.16 
c) Pembagian sisa hasil usaha berdasar atas prinsip keadilan dan asas 
kekeluargaan.  
Sisa hasil usaha koperasi tidak dibagi semata-mata atas dasar modal 
yang dimiliki anggota dalam koperasi, tetapi juga atas dasar 
perimbangan jasa usaha mereka terhadap koperasi. Meskipun sisa hasil 
usaha yang berupa keuntungan itu tidak sebesar jika menjalankan 
perusahaan non koperasi, tetapi keuntungan tersebut diharapkan 
nantinya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggota dan 
juga untuk dana cadangan, dana sosial, dana pendidikan sera lainnya. 
Pada koperasi pemula yang masih memerlukan tambahan modal usaha, 
sisa hasil usaha yang didapat biasanya tidak dibagikan kepada para 
anggota, tetapi digunakan untuk menambah modal usaha koperasi 
bersangkutan.17 
d) Koperasi bukan merupakan akumulasi modal Modal dalam koperasi 
ini pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggotanya, bukan 
untuk sekedar mencari keuntungan. 
e) Prinsip kemandirian dari koperasi. Ini mengandung arti bahwa 
koperasi harus dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada pihak 
lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, 
kemampuan, dan usaha sendiri. 
                                                             
16 Ibid. 
17 R. T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, op cit, hlm 49. 
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Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-
anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi 
lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, 
koperasi harus tetap dikendalikan secara demokrasi oleh anggota dan 
mempertahankan otonomi koperasi.18 
f) Selain lima prinsip tersebut, dalam pengembangan dirinya koperasi 
juga melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan perkoperasian dan kerja 
sama antar koperasi. 
Koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan 
koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi local, nasional, 
dan internasional.19 
 
B. Kajian Umum Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam 
Menurut Umar Burhan, simpan pinjam adalah suatu usaha yang 
menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam 
bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai 
dengan bunga yang telah disepakati.20 Koperasi simpan-pinjam melindungi 
anggotanya dari rentenir dan pemerintah berusaha memperbesar usaha 
koperasi dengan memberikan pinjaman modal kepada koperasi, sehingga 
koperasi terhindar dari tangan rentenir melalui pinjaman dari koperasi dengan 
bunga-bunga yang ringan. Anggota-anggota koperasi harus diberi penyuluhan 
dan bimbingan agar meminjam uang hanya untuk keperluan yang betul-betul 
                                                             
18 Andjar Pachta W. dkk, op cit, hlm 24. 
19 Ibid. 




mendesak sifatnya. Meminjam uang hanya untuk keperluan yang betul-betul 
mendesak sifatnya.  
Kegiatan usaha Koperasi Simpan-Pinjam dijalankan oleh 
sekumpulan orang yang disebut unit simpan pinjam. Yang dimaksud dengan 
unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan 
pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.  
Adapun peranan dari koperasi simpan ini yaitu ikut 
mengembangkan perekonomian masyarakat terutama bagi para anggotanya 
antara lain 
a) Membantu keperluan kredit para anggota dengan syarat-syarat yang 
ringan. bunga yang ringan. Anggota 
b) Mendidik para anggotanya supaya giat menabung secara teratur sehingga 
membentuk modal sendiri.  
c) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian. 
d) Menjauhkan anggotanya dari cengkeraman rentenir.  
Sedangkan manfaat koperasi simpan pinjam bagi para anggotanya 
yaitu:  
a) Anggotanya dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan tidak 
berbelit-belit. 
b) Proses bunganya adil karena disepakati dalam rapat anggota.  
c) Tidak ada syarat meminjam memakai jaminan. 




a) Simpanan, yang berarti dana yang dipercayakan oleh anggota, calon 
anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggota kepada koperasi dalam 
bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.  
b) Simpanan berjangka, yang berarti simpanan di koperasi yang 
penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan 
pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi 
yang bersangkutan.  
c) Tabungan koperasi, yang berarti simpanan koperasi yang penyetorannya 
dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan 
menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi 
yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.  
d) Pinjaman, yang berarti penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamarkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan 
peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai 
dengan pembayaran sejumlah imbalan.  
 
C. Kajian Umum Tentang Pengawasan 
Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. 
Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi 
yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.  George R Terry 
berpendapat bahwa istilah “control” sebagaimana dikutip Muchsan, artinya : 
“control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply  
corrective measures,if needed to ensure result in keeping with the plan“ 
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(Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan 
menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan 
rencana).21 Muchsan berpendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk 
menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan 
pengawasan hanya terbatas pada pencocokkan apakah kegiatan yang 
dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya 
(dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan).22 
Bagir Manan memandang control sebagai sebuah fungsi sekaligus 
hak, sehingga lazim disebut sebagai fungsi kontrol atau pengendalian.23 
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi 
manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan fungsi-fungsi 
tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-fungsi tersebut dan 
tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya 
sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas 
pengawasan. 
Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara 
teoretis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan 
preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal. Bentuk pengawasan 
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :  
a. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung  
                                                             
21 Sunarno, Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika 
Offset, Jakarta, 2008, hlm 97. 
22 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan 
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm 38. 
 
23 Bagir Manan, Teori Politik dan Konstitusi, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, 2000, hm 1-2. 
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Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan 
secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, 
memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan 
menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini 
dilakukan dengan inspeksi.24 Sedangkan  pengawasan tidak langsung 
diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari 
pelaksana baik lisan maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat 
dan sebagainya tanpa on the spot. 
b. Pengawasan Preventif dan Represif 
Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat 
mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu 
jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah 
pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak 
mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.   
Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa 
penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan 
daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, 
Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif  berupa 
penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai 
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan yang lainnya. 
                                                             
24 Victor M. Situmorang, &, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, Rineika 
Cipta, Jakarta, 1993, hlm 28. 
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c. Pengawasan Internal dan Eksternal 
Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh 
aparat dalam organisasi itu sendiri.25 Pengawasan internal lebih dikenal 
dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah 
pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara 
fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan 
fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang 
diawasi seperti Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat 
Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan 
yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan 











Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan 
menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan 




kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.26  Berdasarkan 
pengertian tersebut dapat diuraikan bila  tidak sesuai dengan semestinya 
atau standar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi 
penyimpangan. Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan  
merupakan kegiatan dari kenyataan yang sebenarnya, selain hal tersebut 
dalam kegiatan pengawasan juga harus ditemukan sebab-sebab terjadinya 
penyimpangan, sifat penyimpangan, akibat hukum dari penyimpangan dan 
kerugian keuangan yang ditimbulkan dari perbuatan penyimpangan serta 
tindak lanjut hasil pemeriksaan. Produk dari pengawasan menurut Sujanto 
:27  
Produk langsung dari pengawasan hanyalah berupa data dan 
informasi maka hasil akhir atau manfaat dari pengawasan itu 
hanya akan dapat terlihat atau dirasakan apabila data dan 
informasi itu telah dimanfaatkan oleh manajer sehingga 
melahirkan tindakan-tindakan yang nyata. Tindakan-tindakan 
tersebut umumnya dikenal dengan tindakan korektif atau 







                                                             
26 Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia.Jakarta, 
1986, hlm 63. 
27 Sujanto, Norma dan Etika Pengawasan, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm 93. 
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      Pengawasan dilakukan dengan maksud tidak mencari-cari                       
kesalahan (watch dog) namun untuk :  
1) Memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan oleh instansi 
pemerintah memenuhi ketentuan kualitas yang dipersyaratkan atau 
memenuhi harapan masyarakat (assurance). 
2) Memberi bimbingan atau pendampingan kepada manajemen agar 
kegiatan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan mencapai sasaran 
yang diharapkan (consultant).  
3) Fasilitator manajemen untuk menggali sendiri kecukupan 
pengendalian, mengidentifikasi risiko dan mengevaluasi risiko, 
membuat rencana tindakan dan mendorong  untuk proses perbaikan 









A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang 
bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat 
sebagai sumber pertama dengan melalui penelitan lapangan.1 Penelitian 
yuridis empiris merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum 
beroperasi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris bertitik tolak dari data 
primer/ dasar, dan kemudian dikaitkan dengan implementasi Pasal 2 dan Pasal 
6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 
17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi Terkait 
Pengawasan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yang dipergunakan adalah 
yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 
nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan 
untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada 
identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada 
                                                             






penyelesaian masalah (problem-solution).2 Metode penelitian tersebut akan 
dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk 
menganalisis gejala hukum yang timbul khususnya yang berkaitan dengan 
pengawasan pelaksanaan usaha simpan pinjam.  
Pendekatan yuridis adalah metode pendekatan penelitian dengan 
mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan 
pelaksanaan usaha simpan pinjam yaitu Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi Dan 
UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi. 
 
C. Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan 
objektif, yaitu : Dinas Koperasi dan UKM memiliki tugas dan fungsi untuk 
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi terkait aspek 
kelembagaan dan usaha. Alasan dipilihnya lokasi penelitian di Dinas Koperasi 
dan UKM Kota Malang adalah bahwa ditemukan permasalahan hukum yang 
berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan usaha simpan pinjam di Koperasi 
Simpan Pinjam di Kota Malang, dimana hal tersebut termasuk tugas dan 
wewenang Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang.3 
 
                                                             
2 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982, hlm 10. 
3 Wawancara (pra survey) dengan Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Ibu 





D. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
a. Data Primer 
Yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,4 
dalam hal data yang didapat dari pendapat Bapak Masngud selaku 
Kepala Seksi Kepatuhan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang atau 
informan kunci serta hasil pengamatan atau observasi terhadap kasus 
Koperasi Serba Usaha Montana dan Koperasi Pandawa, dalam hal ini 
pihak-pihak yang terkait dengan dengan implementasi Pasal 2 dan 
Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 
17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi terkait 
pengawasan pelaksanaan usaha simpan pinjam. 
 
b. Data Sekunder 
Yaitu, data yang didapat dari studi dokumen yang 
memberikan penjelasan terhadap data primer, seperti : Undang-
Undang, Penjelasan Undang-Undang, dokumen-dokumen, pendapat 
ahli, makalah-makalah, dan karya ilmiah lainnya yang berisi artikel 
yang berkaitan dengan implementasi Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) 
Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 
17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi terkait 
pengawasan pelaksanaan usaha simpan pinjam. 
 
                                                             
4 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 





2. Sumber Data 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer penelitian diperoleh dari hasil studi 
lapang pada koperasi simpan pinjam di daerah Malang serta 
wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang 
serta Kepala Koperasi Simpan Pinjam di Kota Malang yang berkaitan 
dengan implementasi Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan 
UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan 
Koperasi terkait pengawasan pelaksanaan usaha simpan pinjam 
 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder  diambil dari penelusuran 
kepustakaan (literature), peraturan perundang-undangan dan hasil 
penelitian yang berkaitan dengan implementasi Pasal 2 dan Pasal 6 
Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 
17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi terkait 
pengawasan pelaksanaan usaha simpan pinjam. 
 
 
E. Teknik Memperoleh Data 
Teknik memperoleh data adalah cara untuk memperoleh 
informasi.5 Untuk data primer digunakan teknik wawancara secara langsung 
kepada yang bersangkutan. Wawancara yaitu cara memperoleh data atau 
                                                             
5 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Pedoman Penulisan Karya ilmiah, Fakultas 





informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan 
pada tujuan penelitian.6
 
Proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya 
dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview 
guide (panduan wawancara). 
Untuk data sekunder digunakan teknik kepustakaan (library 
research) yaitu dengan melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka, 
perundang-undangan, dan data dari internet. Pengambilan data dengan jalan 
melakukan wawancara secara bebas terpimpin dan membaca dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mencatat dan 
menganalisi permasalahan yang ada bedasarkan teori-teori yang dapat dibuat 
pedoman. 
  
                                                             
6 Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch: Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan 






F. Populasi, Sampel, Responden dan Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia yang 
mempunyai ciri-ciri sama.7 Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
Pejabat maupun pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, 
sebagai yang melaksanakan tugas pengawasan pelakasanaan usaha simpan 
pinjam dan Koperasi Serba Usaha Montana dan Koperasi Pandawa 
sebagai koperasi yang bermasalah di Kota Malang. 
 
2. Sampel 
Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai di Koperasi 
Simpan Pinjam dan pegawai di bagian seksi usaha simpan pinjam Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang 
 
3. Responden 
Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Masngud selaku 
Kepala Seksi Kepatuhan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang dan 
Bapak Arif Mananta selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Malang sebagai pihak yang terkait dengan pengawasan pelaksanaan usaha 
simpan pinjam dan Koperasi Serba Usaha Montana dan Koperasi 
Pandawa. 
 
                                                             






4. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik pengambilan sampel secara bertujuan atau yang 
disebut dengan “purposive sampling”, yakni dengan cara pengambilan 
sampel dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam 
sampel dilakukan dengan sengaja, namun dengan catatan bahwa sampel 
tersebut representasi atau mewakili populasi. Teknik purposive sampling 
atau sampel bertujuan juga diartikan memilih sampel berdasarkan 
pertimbangan tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih 
dianggap mewakili solusi.8 Dalam teknik pengambilan sampel ini 
penelitian akan mengambil sampel yaitu Bapak Masngud selaku Kepala 
Seksi Kepatuhan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang dan Bapak Arif 
Mananta selaku sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang yang 
berhubungan langsung dengan pengawasan Koperasi di Kota Malang. 
Pengambilan sampel Koperasi Serba Usaha Montana dan Koperasi 
Montana didasarkan pada pertimbangan pada koperasi-koperasi tersebut 
mewakili isu yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu pengawasan 
pelaksanaan usaha simpan pinjam pada koperasi. 
  
                                                             







5. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat 
ditafsirkan.9 Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis data 
deskriptif kualitatif, yaitu dnegan cara mengumpulkan data-data baik primer 
maupun sekunder, menganalisis norma-norma dan melakukan verifikasi yaitu 
dengan penarikan kesimpulan.10 
 
6. Definisi Operasional 
a. Koperasi 
Adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum 
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 
kekeluargaan. 
b. Pengawasan 
Adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian 
kesehatan Koperasi oleh pemerintah dengan tujuan agar pengelolaan 
Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan 




                                                             
9 Dadang Kahmad, Metode Penelitian, Pustaka Setia, Bandung, 2000. hlm. 102 
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Rineka 





c. Usaha Simpan-Pinjam 
Adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang 
Lokasi penelitian adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah Kota Malang terletak di Jalan Jl. Panji Suroso No. 18, Kota 
Malang, Propinsi Jawa Timur, Telepon : (0341) 496264, faksimile : (0341) 
496264, e-mail : dinkop.ukm@malangkota.go.id.1 
Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dibentuk berdasarkan 
amanat dari Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992 Tentang 
Perkoperasian. Kota Malang memiliki banyak UKM (Usaha Kecil dan 
Menengah) dan koperasi yang berkualitas unggul dan siap bersaing secara 
lokal hingga internasional. UKM dan koperasi unggulan ini tersebar di 
berbagai sektor usaha seperti kerajinan, jasa, makanan olahan, konveksi, 
dan lain-lain.2 
Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang sebagai perpanjangan 
tangan pemerintah, terus mengadakan berbagai upaya untuk membantu 
                                                             
1 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Arif Mananta, Sekretaris Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
2 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Arif Mananta, Sekretaris Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
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meningkatkan kualitas UKM dan koperasi yang ada di dalam wilayah 
kerjanya dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta berbagai 
kesempatan pameran dan promosi.3 
 
2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang4 
a. Visi 
Visi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ialah terwujudnya 
koperasi dan ukm sebagai lembaga usaha yang sehat, berdaya saing, 
tangguh dan mandiri. 
b. Misi 
1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi 
2) Memberdayakan UKM sebagai pelaku ekonomi yang memiliki 
daya saing. 
 
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang5 
a. Tugas Pokok 
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan tugas 
pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
koperasi dan usaha kecil dan menengah. 
b. Fungsi 
Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ialah : 
                                                             
3 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Arif Mananta, Sekretaris Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
4 Visi& Mis Dinkop Kota Malang, ”http://dinkop.malangkota.go.id/profil/visi-misi, 
diakses pada 20 Agustus 2017. 
5 Pasal 3 Peraturan Walikota Malang Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
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1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi 
dan usaha kecil dan menengah; 
2) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 
koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
3) pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan 
kelembagaan serta advokasi di bidang koperasi dan usaha kecil dan 
menengah; 
4) pelaksanaan fasilitasi pengesahan akta pembentukan, 
penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi; 
5) pelaksanaan pemeringkatan terhadap koperasi dan usaha kecil dan 
menengah; 
6) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produksi, pemasaran, 
Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi usaha kecil dan 
menengah; 
7) pelaksanaan fasilitasi, pembiayaan, pengawasan penyelenggaraan 
koperasi, koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam; 
8) pemantauan dan pengawasan akuntansi koperasi dan usaha kecil 
dan menengah; 
9) pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau 
usaha simpan pinjam; 
10) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi sektor 




11) pelaksanaan bimbingan dan pengembangan jaringan kerjasama 
usaha dan kemitraan bagi usaha kecil dan menengah; 
12) pelaksanaan bimbingan dan pengembangan kewirausahaan bagi 
usaha kecil dan menengah; 
13) penyelenggaraan program pengembangan informasi bisnis usaha 
kecil dan menengah; 
14) pelaksanaan pemrosesan pengesahan dan/atau pencabutan 
pengesahan akta pendirian atau akta perubahan badan hukum 
koperasi; 
15) pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang koperasi dan 
usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya; 
16) pemberian dan pencabutan perizinan di bidang koperasi dan usaha 
kecil dan menengah yang menjadi kewenangannya; 
17) pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang 
koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
18) pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap 
berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi; 
19) pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan 
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 
20) pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaannya; 
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21) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah 
tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 
22) pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 
23) pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; 
24) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan 
Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 
25) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara 
periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 
26) pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang koperasi dan usaha 
kecil dan menengah; 
27) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 
layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 
28) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 
29) penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 
30) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 
dan 
31) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 








                                                             
6 Sturuktur Organisasi Dinkop Kota Malang, 
http://dinkop.malangkota.go.id/profil/sturuktur-organisasi, diakses pada 20 Agustus 2017. 
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B. Implementasi Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi 
Dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan 
Koperasi Terkait Pengawasan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam di 
Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang 
Bung Hatta menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah 
mengemban cita-cita untuk membentuk masyarakat merdeka yang demokratis 
melalui upaya melaksanakan “transformasi ekonomi” dan “transformasi 
sosial”. Transformasi ekonomi yang dimaksudkan adalah suatu upaya 
restrukturisasi membentuk sistem ekonomi baru yang meninggalkan asas 
perorangan (individualisme) dan menggantinya dengan paham kebersamaan 
dan asas kekeluargaan (mutualism dan brotherhood) sesuai semangat dan 
moralitas agama ber-ukhuwah berdasar demokrasi ekonomi.7 
Koperasi sebagai bangun usaha bersama berasaskan kekeluargaan 
sangat bertentangan dengan semangat kapitalisme. Hal ini disebabkan 
kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan faham 
liberalisme (kebebasan), dan liberalisme itu sendiri berdiri di atas fondasi 
individualisme. Sedangkan koperasi berlandaskan semangat 
kebersamaan/persaudaraan (brotherhood) dan saling tolong menolong (self 
help). Jati diri koperasi merupakan usaha bersama dan asas kekeluargaan 
dalam perekonomian. Perekonomian Indonesia haruslah merupakan suatu 
bentuk usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 
Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi 
merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan 
                                                             
7 Sri Edi Swasono, Koperasi & Ekonomi Rakyat: Nilai Tambah Ekonomi, Nilai 
Tambah Sosial-Kultural, Sokoguru Perekonomian, (Jakarta: Yayasan Hatta, 2005), hlm. 7. 
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dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, 
dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan 
prinsip koperasi, prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat 
meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 
kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. 
Pengawasan terhadap koperasi, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 
Permenkop No. 17/2015 yang mana bertujuan untuk : 
a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh 
pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan wilayah keanggotaan Koperasi;  
b. Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan 
kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Pengawasan terkait aspek usaha simpan pinjam dimuat dalam Pasal 6 
Ayat (3) Permenkop No. 17/2015, dalam pengawasan terkait aspek usaha simpan 
pinjam meliputi hal-hal sebagai berikut 
a. penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, Koperasi lain 
dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan 
obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal 
penyertaan; 
b. mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana 
agar tidak terjadi over liquid dan unliquid;  
c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva 
produktif mengurangi kemacetan. 
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Terkait dengan tujuan tersebut, maka perlu ditelaah kembali dalam 
hal implementasi ketentuan yang dimuat dalam Permenkop tersebut. 
Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Masngud selaku Kepala Seksi Kepatuhan 
Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, bahwa bentuk pengawasan yang 
dilakukan oleh Dinas Kopersai dan Usaha Mikro Kota Malang sejakan tugas 
pokok dan fungsi di bidang pengawasan8 yaitu sebagaimana dimuat dalam Pasal 
15 Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan 
Usaha Mikro, yang berbunyi :9 
(1) Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 
melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pengawasan 
koperasi. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang 
Pengawasan Koperasi menyelenggarakan fungsi:  
(a) perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan koperasi;  
(b) penyiapan bahan koordinasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi;  
(c) penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan atas kepatuhan 
koperasi;  
(d) pemeriksaan dan pengawasan koperasi;  
(e) pembinaan dan pengawasan atas kepatuhan koperasi;  
(f) pelaksanaan penilaian kesehatan USP dan KSP; dan  
(g) penyediaan data kesehatan USP dan KSP. 
                                                             
8 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
9 Pasal 15 Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 
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Dalam bidang pengawasan ini terdapat 3 seksi, yaitu seksi 
kepatuhan, seksi penilaian, dan seksi pemeriksaan, yang mana masing-masing 
seksi tersebut memiliki tugas dan fungsi.  
Terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro Kota Malang dalam hal terjadi permasalahan pada koperasi, 
khususnya yang terkait dengan simpan pinjam, maka mekanisme tersebut, 
antara lain : 
1. dilakukannya kunjungan langsung atau inpeksi pada koperasi yang 
bersangkutan 
kunjungan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang 
kepada koperasi yang diduga mengalami permasalahan dalam pelaksanaan 
aspek usahanya, khususnya aspek usaha simpan pinjam bertujuan untuk 
mendapatkan fakta-fakta maupun data secara akurat pada koperasi yang 
bersangkutan. Pengumpulan fakta-fakta dan data-data tersebut guna untuk 
menemukan titik terang dalam permasalahan koperasi yang bersangkutan.10 
2. pemeriksaan terhadap laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 
Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan 
dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas.11 RAT atau singkatan dari 
Rapat Anggota Tahunan merupakan agenda wajib setiap badan usaha 
koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggunjawaban 
pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi yang 
bersangkutan. Pemeriksaan terhadap laporan Rapat Anggota Tahunan 
                                                             
10 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
11 Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah 




mutlak adanya untuk mengetahui sebab-sebab permasalahan yang timbul 
dari koperasi yang bersangkutan. Selain itu, dengan adanya pemeriksaan 
terhadap laporan RAT dapat mencari tau pihak yang bertanggung jawab 
pada permasalahan tersebut.12 
3. dalam hal benar ditemukan permasalahan, maka akan dilakukan pengawasan 
oleh bidang penagwasan koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 
Malang untuk dicari penyebabnya 
Menurut Bapak Masngud, pengawasan terhadap koperasi yang bersangkutan 
guna menemukan sebab-sebab adanya permasalahan yang timbul pada 
koperasi yang bersangkutan. Pengawasan secara intensif akan dilakukan oleh 
Bidang Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang.13 
4. setelah ditemukan penyebab dari permasalahan yang dilakukan maka akan 
dilakukan pembinaan 
Dalam hal telah ditemukan sumber atau akar dari permasalahan yang dialami 
oleh suatu koperasi, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang adalah dilakukannya pembinaan 
kepada koperasi yang bersangkutan. Pembinaan ini bertujuan agar koperasi 
tersebut dapat berbenah diri dalam pelaksanaan usahanya. Pembinaan ini juga 
menjadi langkah preventif dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang 
dalam hal penanggulangan masalah serupa.14 
                                                             
12 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
13 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
14 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
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5. pembinaan dilakukan pada koperasi yang bersangkutan dengan tujuan agar 
dapat dilakukan perbaikan. 
Menurut Bapak Masngud, dengan adanya pembinaan bagi koperasi yang 
bersangkutan diharapkan koperasi tersebut dapat memperbaiki dalam aspek 
pelaksanaan usaha serta kinerja pengurus koperasi.15 
  
                                                             
15 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
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C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Koperasi 
Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi 
Dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 
Sebagaimana  diketahui bahwa koperasi dibentuk dengan tujuan 
sebagai wadah untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha 
serta kesejahteraan anggota yang dapat mendukung pemerataan pembangunan di 
Indonesia. Koperasi memiliki peranan yang besar dalam menyusun usaha 
bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. 
Tujuan dari koperasi adalah untuk mencapai kehidupan perekonomin yang 
makmur, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri 
maupun untuk masyarakat di sekitarnya.  
Tujuan dari dibentuknya merupakan keberlanjutan dari Pasal 33 
UUD NRI 1945 bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha 
bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Serta disebutkan pula kemakmuran 
masyarakat menjadi hal yang diutamakan bukan kemakmuran orang 
perorangan dan yang sesuai dengan hal tersebut ialah koperasi. Sebagaimana 
dijelaskan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 menempatkan Koperasi baik dalam 
kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian 
integral tata perekonomian Indonesia. 
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang 
Perkoperasian Tahun 1992, bahwa salah satu fungsi dibentuknya koperasi 
adalah untuk membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan 
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang memiliki makna 
54 
 
bahwa fungsi utama dari dibentuknya koperasi adalah untuk mensejahterakan 
anggotanya. Oleh sebab itu, akan menjadi sebuah ironi apabila dalam 
berjalannya suatu koperasi justru menyengsarakan anggotanya. 
Dalam Bab I Pendahuluan bagian latar belakang telah disebutkan 
sebelumnya salah satu contoh kasus koperasi yang terbelit masalah sehingga 
membuat menderita anggota koperasi tersebut. Bercermin pada permasalahan 
tersebut maka perlu dilakukannya pengawasan, khusunya terkait pengawasan 
koperasi dalam aspek simpan pinjam. Pengawasan koperasi khususnya terkait 
aspek pinjam telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil 
Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.UKM/IX/2015 Tentang 
Pengawasan Koperasi. 
Dalam Pasal 2 Permenkop No. 17/2015 disebutkan tujuan dari 
pengawasan koperasi adalah untuk  
c. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh 
pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai 
dengan wilayah keanggotaan Koperasi;  
d. Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan 
kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Pengawasan terkait aspek usaha simpan pinjam dimuat dalam Pasal 6 
Ayat (3) Permenkop No. 17/2015, dalam pengawasan terkait aspek usaha simpan 
pinjam meliputi hal-hal sebagai berikut 
d. penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, Koperasi lain 
dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan 
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obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal 
penyertaan; 
e. mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana 
agar tidak terjadi over liquid dan unliquid;  
f. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva 
produktif mengurangi kemacetan 
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Permenkop bahwa 
pengawasan koperasi ini bertujuan agar dalam pengoperasian koperasi dalam 
menjalankan usahanya khususnya terkait simpan pinjam agar berjalan sesuai 
dengan koridor hukum yang berlaku. Namun, pengawasan terhadap koperasi 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Permenkop ini 
dalam pengimplementasiannya di masyarakat terdapat beberapa kendala atau 
hambatan. Kendala-kendala tersebut antara lain :16 
1) adanya ketidaksesuaian berkas persyaratan pendaftaran yang 
dipersyaratkan dengan realita berdirinya koperasi17 
Ketentuan mengenai pendirian koperasi telah diatur secara jelas 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian diatur dalam Bab IV 
mengenai pembentukan koperasi. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 7, adapun syarat dalam pembentukan koperasi ialah : pembentukan 
koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar 
dan koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara 
                                                             
16 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
17 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
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Republik Indonesia.18 Koperasi akan memperoleh status badan hukum 
setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah, yaitu Kementerian 
Hukum dan HAM. Akan tetapi dalam pelaksanaanya di masyarakat 
terdapat ketidaksesuaian berkas yang dipersyaratkan dengan realita yang 
ada. Hal tersebut akan menjadi kendala dalam hal terjadi permasalahan 
pada koperasi yang bersangkutan, karena akan menyangkut status badan 
hukum koperasi tersebut. 
Peran kelembagaan dalam koperasi adalah sangat penting. 
Sebab banyaknya kasus – kasus yang terjadi dalam pengelolaan koperasi 
ditenggarai karena faktor kelembagaan. Untuk itu pemerintah melalui 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro perlu melakukan sebuah penertiban dan 
pengawasan terhadap kelembagaan koperasi secara ketat. 
2) pengadu masalah nasabah koperasi hanya berpihak pada dirinya, tidak 
memikirkan permasalahan yang besar (contoh : masalah bunga besar, 
adanya suspend bagi nasabah yang nakal)19 
Dalam hal terjadi permasalahan dalam suatu koperasi, umumnya 
nasabah atau anggota akan membuat pengaduan kepada Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro. Adapun mekanisme pengaduan pada Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro Kota Malang, menurut Bapak Masngud, Kepala Seksi 
Kepatuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, antara lain :20 
a) setiap ada pengaduan masyarakat mengenai masalah koperasi akan 
diterima oleh bidang pelayanan masyarakat. 
                                                             
18 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. 
19 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
20 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
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b) Setelah itu, akan ditindak lanjut oleh bidang pengawasan maupun audit 
lainnya. 
c) Pada setiap bulannya bidang pengawasan akan melakukan penilaian 
terhadap pelaksanaan kegiatan koperasi di Kota Malang 
Aduan yang dibuat oleh masyarakat yang mana merupakan 
anggota atau nasabah pada suatu koperasi berkaitan dengan masalah yang 
ia hadapi dengan koperasi tersebut. Keluhan atau aduan terhadap 
permasalahan yang dihadapi tersebut ada yang bersumber dari pihak 
nasabah/ anggota koperasi, dan ada juga yang bersumber dari pihak 
koperasi. Permasalahan yang bersumber dari nasabah atau anggota 
seringkali oleh nasabah atau anggota membuat pengaduan seolah-olah 
pihak koperasi berada pada posisi yang salah, padahal permasalahan 
tersebut dapat diantisipasi sebulumnya apabila dalam melakukan kegiatan 
(contohnya simpan pinjam), nasabah atau anggota sebelumnya bertindak 
hati-hati dan patuh pada aturan yang berlaku. 
Salah satu contohnya,banyak nasabah atau anggota yang 
membuat pengaduan terkait dengan jumlah bunga pinjaman yang besar, 
yang mana telah mereka setujui dengan menandatangani perjanjian kredit 
tersebut. Permasalahan tersebut dapat dihindari apabila nasabah atau 
anggota dapat memikirkannya baik-baik terkait dengan resiko dan 
kemampuan dalam melunasi pinjaman tersebut. 
3) masyarakat maupun pengurus koperasi yang kurang memahami 
pelaksanaan peraturan UU maupun PP tentang Perkoperasian yang 
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mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan mengenai koperasi secara 
optimal21 
Sebagaimana diketahui bahwa Koperasi sebagai gerakan 
ekonomi rakyat dan juga sebagai badan usaha berperan serta untuk 
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian 
nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi perlu lebih membangun 
dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip 
Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian 
nasional. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan 
perkembangan keadaan maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Disusunnya Undang-Undang 
perkoperasian ini dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati 
diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan 
Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin 
terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 
Undang-Undang Dasar 1945. 
Oleh sebab itu, ketika masyarakat serta pengurus koperasi tidak 
mengetahui ketentuan atau peraturan tentang perkoperasian maka akan 
menimbulkan permasalahan-permasalahan yang merugikan banyak pihak.  
Kurang dipahaminya peraturan-peraturan yang terkaut dengan 
                                                             
21 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
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perkoperasian juga menjadi hambatan dalam pengawasan koperasi 
khususnya dalam pelaksanaan simpan pinjam. 
4) minimnya sumber daya manusia dalam pengawasan (kurang optimalnya 
SDM yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM)22 
Koperasi sebagai badan usaha, dalam menjalankan kegiatannya 
untuk mencapai tujuannya itu tentu sangat dipengaruhi baik oleh 
lingkungan internal (anggota, organisasi dan kelembagaan, manajemen, 
modal, kegiatan usaha, keanggotaan, teknologi) maupun lingkungan 
eksternal (sosial, politik, informasi, perekonomian, hukum dan sosial 
budaya) di tingkat regional, nasional dan internasional.  
Menurut Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, sumber daya manusia yang 
dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM sangat minim, baik dari kualitas 
maupun kuantitas, sehingga menjadi hambatan dalam pelaksanaan 
pengawasan koperasi, khususnya yang terkait dengan simpan pinjam, 
sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Koperasi dan Dan Usaha 
Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.Kukm/Ix/2015 
Tentang Pengawasan Koperasi. 
Jumlah Koperasi di Kota Malang per Agustus 2017 sejumlah 
700 koperasi. Maka dari itu diperlukan SDM yang tidak sedikit agar dapat 
dilakukannya pengawasan yang maksimal kepada koperasi dan dapat 
                                                             
22 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
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dicegah timbulnya permasalahan pada koperasi-koperasi yang berada di 
bawah pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang.23 
5) mekanisme penyelesaian kasus yang kontras dengan penilaian pengawas 
terhadap koperasi yang bermasalah terhadap laporan pertanggungjawaban 
tahunan yang harus sesuai dengan berdasarkan waktu. 24 
Laporan pertanggungjawaban tahunan merupakan hal yang 
sangat krusial dan mendasar bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Malang dalam mengetahui adanya permasalahan dalam suatu koperasi. 
Namun, menurut Bapak Masngud, sangat sulit diterapkannya oleh 
koperasi-koperasi di kota Malang untuk menyerahkan laporan pertanggung 
jawaban dalam berkala secara tepat waktu. 
6) Lemahnya struktur organisasi pada koperasi25 
Menurut Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, hal yang menjadi hambatan 
dalam pengawasan koperasi adalah karena lemahnya struktur organisasi 
dalam koperasi itu sendiri. Hal tersebut berdampak tidak adanya 
pengawasan yang baik dari dalam koperasi itu sendiri. Pengawasan 
koperasi dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengawasan dari 
dalam atau internal dapat menjadi tindakan preventf dari permasalahan-
permasalahan yang nanti akan muncul pada koperasi tersebut. 
                                                             
23 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
24 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
25 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
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Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
Tentang Perkoperasia disebutkan bahwa perlengkapan organisasi koperasi 
terdiri dari Rapat Anggota26, pengurus dan pengawas.  
  
                                                             
26 Menurut pasal 23 UU no.25/1992, RA menetapkan: (1) AD, (2) kebijaksanaan 
umum, (3) pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawasan, (4) rencana 
kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan 
keuangan, (5) pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, (6) 
pembagian sisa hasil usaha, dan (7) penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran 
koperasi. RA koperasi dibedakan dua (2) macam, yaitu RA biasa dan RA luar biasa. 
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STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI 
 
Apabila dikaitkan dengan teori L. Friedman, maka hambatan-
hambatan tersebut dapat digolongkan menjadi 3 yaitu : substansi, struktur, dan 
kultur, sebagaimana akan dijabarkan sebagai berikut : 
1. Substansi 
Substansi yang dimaksud disini adalah terkait dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Hambatan dalam implemetasi pengawasan koperasi 
dalam pelaksaan usaha simpan pinjam tidak memiliki hambatan dalam 
substansi. Namun, masyarakat maupun pengurus koperasi kurang 
memahami pelaksanaan peraturan UU maupun PP tentang Perkoperasian 
yang mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan mengenai koperasi 
secara optimal. 
2. Struktur 
Hambatan yang terkait dengan struktur ialah lemahnya struktur organisasi 
pada koperasi. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
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Tentang Perkoperasia disebutkan bahwa perlengkapan organisasi koperasi 
terdiri dari Rapat Anggota, pengurus dan pengawas.  
 
3. Kultur 
Pengadu masalah nasabah koperasi hanya berpihak pada dirinya, 
tidak memikirkan permasalahan yang besar merupakan bentuk dari 
hambatan kultur yang ada di masyarakat. Banyak nasabah atau anggota 
yang membuat pengaduan terkait dengan jumlah bunga pinjaman yang 
besar, yang mana telah mereka setujui dengan menandatangani perjanjian 
kredit tersebut. Permasalahan tersebut dapat dihindari apabila nasabah atau 
anggota dapat memikirkannya baik-baik terkait dengan resiko dan 
kemampuan dalam melunasi pinjaman tersebut. 
Pengawasan dilakukan secara langsung oleh para anggota secara 
demokratis. Dalam kata lain, koperasi adalah organisasi demokratis yang 
dikontrol oleh anggotanya yang secara aktif berpartisipasi dalam merumuskan 
kebijakan dan membuat putusan. Pengawasan bisa dilakukan oleh para 
anggota atau lewat lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan. 
Hal ini bisa diputuskan dalam RA yang ditetapkan dalam anggaran dasar AD. 
Jadi pengawas bertanggung jawab kepada RA. Dikatakan bisa dilakukan oleh 
anggota atau lembaga khusus, karena sesuai dengan UU. No.25/1992, 
keberadaan lembaga pengawas pada struktur organisasi koperasi bukan 
merupakan sesuatu yang diharuskan. Artinya, karena pengawasan terhadap 
koperasi pada dasarnya dilakukan secara langsung oleh para anggota, maka 
tidak semua koperasi wajib memiliki lembaga pengawas. Kebutuhan akan 
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lembaga pengawas pada setiap koperasi sangat tergantung pada ukuran 
koperasi bersangkutan. 
Tetapi, seperti yang dikatakan oleh Sumarsono (2003),27 
kehadiran sebuah lembaga yang secara khusus bertugas mengawasi 
pengurus, memungkinkan dilakukannya pengawasan secara lebih 
sistematik dan terlembaga terhadap berbagai aspek kegiatan pengurus. 
Dengan ditingkatkannya pengawasan terhadap berbagai aspek kegiatan 
pengurus, maka peluang terjadinya penyimpangan dan penyelewengan 
dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diharapkan akan dapat 
dikurangi. Hal ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan anggota 
terhadap koperasi 
Pengawasan yang bertujuan untuk mencegah kesalahan yang 
mungkin terjadi adalah lebih bijaksana daripada memberi hukuman dan 
peringatan. Jadi, tugas pengawas sesuai UU No.25/1992 Pasal 39 adalah 
sebagai berikut :28  
1) Pengawas bertugas: a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kebijaksanaan dan pengolaan koperasi b. Membuat laporan tertulis 
tentang hasil pengawasannya  
2) Pengawas berwenang: a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi. b. 
Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan  
                                                             
27 Sumarsono, Sonny (2003), Manajemen Koperasi. Teori dan Praktek, Jakarta: Graha 
Ilmu. 




Disamping itu, karena pengawasan yang bersifat mencegah itu 
lebih baik dan lebih bijaksana, maka tugas pengawas hendaknya 
bertujuan:29  
1) Memberikan bimbingan kepada pengurus dan karyawan kea rah 
keahlian dan ketrampilan.  
2) Mencegah pemborosan bahan/sumber daya, waktu, dan tenaga agar 
tercapai efisiensi perusahaan koperasi.  
3) Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan.  
4) Mencegah terjadinya penyelewengan.  
5) Menyelesaikan atau Menjaga tertib administrasi secara menyeluruh. 
 
  
                                                             
29 Sumarsono, Sonny, loc cit. 
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D. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan 
Pengawasan Terhadap Koperasi Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat 
(3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 
17/Per/M.KUKM/IX/2015 
Adapun upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan Pengawasan Terhadap Koperasi Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 
Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 
17/Per/M.KUKM/IX/2015 menurut Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, antara lain :30 
1) Audit maupun verifikasi dokumen harus valid dan akuntabel, sehingga 
dapat dipertanggungjawabkan 
Salah satu hambatan dalam pengawasan koperasi adalah adanya 
ketidaksesuaian berkas persyaratan pendaftaran yang dipersyaratkan 
dengan realita berdirinya koperasi. Hal tersebut akan menjadi awal dari 
permasalahan pada koperasi. Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Bapak 
Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 
Malang, dilakukannya audit dan verifikasi dokumen secara berkala dan 
transparan akan meminimalisir adanya ketidaksesuai berkas.31 
Audit dan verifikasi dokumen juga bertujuan agar dokumen-
dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota atau 
nasabah. Audit dan verifikasi juga menjadi bentuk transparansi dari Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan 
                                                             
30 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
31 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
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koperasi dilakukan secara transparan akuntabel, sebagaimana diamanatkan 
dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. 
2) Tetap menerima semua aduan, namun ada bentuk prioritas masalah serius 
dan masalah yang dapat diselesaikan secara mediasi antara 
nasabah/anggota dengan koperasi (pengurus) 
Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, baik dari sisi kualitas maupun 
kuantitas menjadikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang 
menerapkan strategi prioritas penyelesaian masalah.32 Yang memiliki 
makna bahwa dalam penyelesaian masalah atau aduan kepada Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dengan memprioritaskan pada 
masalah yang dapat dilakukan dengan musyawarah atau mediasi antara 
anggota atau nasabah dengan pengurus koperasi. Sedangkan untuk 
penanganan permasalahan masalah yang cukup serius maka akan 
diselesaikan sesuai dengan mekanisme penyelesaian masalah sebagaimana 
dijelaskan diawal, yaitu dengan  
a) dilakukannya kunjungan langsung atau inpeksi pada koperasi yang 
bersangkutan 
b) pemeriksaan terhadap laporan Rapat Anggota Tahunan 
c) dalam hal benar ditemukan permasalahan, maka akan dilakukan 
pengawasan oleh bidang penagwasan koperasi Dinas Koperasi dan 
Usaha Mikro Kota Malang untuk dicari penyebabnya 
                                                             
32 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
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d) setelah ditemukan penyebab dari permasalahan yang dilakukan maka 
akan dilakukan pembinaan 
e) pembinaan dilakukan pada koperasi yang bersangkutan dengan tujuan 
agar dapat dilakukan perbaikan. 
3) Dilakukannya workshop atau sosialisasi baik kepada pengurus koperasi 
maupun anggota koperasi terkait dengan peraturan mengenai koperasi 
Untuk menanggulangi hambatan dalam pengawasan koperasi 
yang terkait dengan simpan pinjam, yaitu minimnya kualitas sumber daya 
manusia dan kurangnya pengetahuan terkait dengan koperasi maka 
menurut Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan, dilakukannya 
workshop atau sosialisasi kepada pengurus koperasi maupun kepada 
anggota koperasi dapat membantu mengangani permasalahan tersebut.33 
Workshop atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro Kota Malang juga bertujuan untuk memperbarui 
informasi maupun pengetahuan yang terkait dengan norma, ketentuan, atau 
hukum tentang koperasi. Selain itu juga, workshop atau sosialisasi  
merupakan bentuk nyata peran serta secara aktif dalam upaya 
mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan 
oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Workshop atau 
sosialisasi dilakukan secara berkala yaitu minimal setahun 2 kali yang 
diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang 
dengan melibatkan koperasi-koperasi yang ada di Kota Malang. 
                                                             
33 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
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4) Dilakukannya Rapat Koordinasi Tingkat I dan Tingkat II34 
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan dari 
rencana pembangunan di Indonesia adalah meningkatkan aktivitas 
ekonomi dan kualitas kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengan 
(UMKM) dan koperasi sebagai bagian dari tujuan pembangunan ekonomi, 
pemberdayaan UMKM. Koperasi menjadi hal yang penting untuk 
mendapatkan perhatian dari pemerintah. Berbagai program dan kegoiatan 
pemberdayaan UMKM dan koperasi yang dilaksanakan pemerintah pada 
dasarnya untuk mewujudkan UMKM dan koperasi sebagai pelaku 
ekonomi yang memiliki daya saing yang tinggi, profesional dan mampu 
memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat. 
Tujuan dari dilaksanakannya rapat koordinasi adalah untuk 
menertibkan Kegiatan Usaha Koperasi, meningkatkan kepercayaan 
masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap koperasi dan 
memudahkan pelayanan kebutuhan informasi tentang kualitas dan 
kemampuan koperasi. Dengan dilaksanakannya rakor ini juga dapat 
mengatasi hambatan-hambatan dalam pengawasan koperasi khususnya 
yang terkait dengan pelaksanaan simpan pinjam pada koperasi.\ 
 
5) Diutamakannya penyelesaian kasus sampai adanya kekuatan hukum tetap 
atau mengikat 
                                                             
34 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
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Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penyelesaian 
masalah yang terkait dengan koperasi maka akan dibagi 2 penyelesaian 
yaitu secara musyawarah atau mediasi dan penyelesaian melalui 
mekanisme dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Dalam 
hal terkait menyangkut masalah hukum, maka hal tersebut sudah bukan 
menjadi ranah dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, maka 
dari itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tidak dapat melakukan tindakan 
atau perbuatan terhadap koperasi yang bersangkutan sampai adanya 
kekuatan hukum yang tetap dan mengikat atau dengan kata lain tindakan 
yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang yaitu wait 
and see.35 
6) Penguatan Pengawasan Terhadap Sturktur Organisasi Koperasi36 
Struktur Organisasi Koperasi menggambarkan susunan, isi dan 
luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi daripada fungsi 
beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi, hubungan kerja dan 
tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi pada koperasi berfungsi 
sebagai pengawasan internal koperasi. 
Diperlukannya pengawasan di dalam koperasi dinyatakan jelas 
di dalam UU No 25/1992 Pasal 21 (yang merupakan acuan dasar bagi 
terbentuknya sebuah koperasi), bahwa perlengkapan organisasi koperasi 
terdiri dari Rapat Anggota,  pengurus dan pengawas. Pengawasan 
dilakukan secara langsung oleh para anggota secara demokratis. Dalam 
                                                             
35 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
36 Hasil wawancara (diolah) dengan Bapak Masngud, Kepala Seksi Kepatuhan Dinas 
Koperasi dan UKM Kota Malang, 10 Agustus 2017. 
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kata lain, koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh 
anggotanya yang secara aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan 
dan membuat putusan. Pengawasan bisa dilakukan oleh para anggota atau 
lewat lembaga khusus yang bertugas melakukan pengawasan. Hal ini bisa 
diputuskan dalam Rapat Anggota yang ditetapkan dalam anggaran dasar 
AD. Jadi pengawas bertanggung jawab kepada RA. 
 
Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 
Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 
17/Per/M.KUKM/IX/2015 ini merupakan bagian dari peran penting koperasi 
yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta 
dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri 
demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan 
ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan 
usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. 
 
Pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah 
(KUMKM) merupakan upaya strategis dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat karena KUMKM merupakan bagian terbesar dari 
aktivitas masyarakat Indonesia. Beberapa tindak lanjut dalam memberdayakan 
koperasi dan UMKM perlu dilakukan, terutama adalah pada hal-hal berikut ini. 
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1) Menindaklanjuti Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) sebagai landasan yang kuat dalam memberdayakan 
UMKM pada masa mendatang, segera di tindaklanjuti sehingga  
 
menjadikan UMKM yang tangguh, kuat dan mandiri, serta lebih mendapat 
jaminan kepastian hukum. Untuk itu, diperlukan beberapa peraturan 
pelaksanaan, baik berupa peraturan presiden maupun peraturan pemerintah. 
2) Perlu adanya penyempurnaan dalam pelaksanaan KUR melalui (a) 
penyempurnaan pelaksanaan penyaluran KUR mikro; (b) perluasan bank 
pelaksana penyaluran KUR; dan (c) peningkatan skema linkage yang 
melibatkan lembaga keuangan mikro (LKM) dan KSP/USP dalam 
penyaluran KUR. 
3) Perlu adanya terobosan (rintisan) untuk mengembangkan sentra-sentra 
produksi di daerah terisolasi dan tertinggal/perbatasan. Tindak lanjut ini 
diperlukan agar masyarakat atau sentra-sentra produksi di daerah 
tertinggal/perbatasan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi 
lokal tiap-tiap daerah. 
4) Penyediaan insentif dan dukungan bagi pengembangan inovasi dan 
teknologi untuk mendukung UKM dan koperasi dan wirausaha baru 





Insentif ini terutama ditujukan bagi UKM yang berorientasi ekspor, 
subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri dan yang memanfaatkan sumber 
daya lokal. 
5) Penumbuhan wirausaha baru melalui dukungan fasilitasi praktek usaha 
yang melibatkan peran lembaga pendidikan pedesaan. Lembaga ini 
merupakan kelompok yang berperan mendorong proses trickle down effect 
dalam bidang ekonomi dan iptek. Pemberdayaan lembaga pendidikan 
pedesaan dalam kegiatan usaha koperasi dan kewirausahaan sekaligus 
ditujukan pada pengurangan pengangguran khususnya tenaga kerja terdidik 
yang sekaligus akan dapat mengatasi masalah keterbatasan kemampuan 
SDM koperasi. 
6) Penyediaan dana melalui koperasi untuk sarana produksi bersama anggota 
yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM di 
bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan, 
pekebunan dan kehutanan, serta aneka usaha lainnya. 
7) Revitalisasi lembaga pendidikan dan pelatihan perkoperasian dengan tujuan 
untuk meningkatkan ketersediaan tenaga pembina dan penyuluh 








1. Hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi berdasarkan 
Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM 
Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015, antara lain : 
a. adanya ketidaksesuaian berkas persyaratan pendaftaran yang 
dipersyaratkan dengan realita berdirinya koperasi 
b. pengadu masalah nasabah koperasi hanya berpihak pada dirinya, tidak 
memikirkan permasalahan yang besar (contoh : masalah bunga besar, 
adanya suspend bagi nasabah yang nakal) 
c. masyarakat maupun pengurus koperasi yang kurang memahami 
pelaksanaan peraturan UU maupun PP tentang Perkoperasian yang 
mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan mengenai koperasi 
secara optimal 
d. minimnya sumber daya manusia dalam pengawasan (kurang 
optimalnya SDM yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM) 
e. mekanisme penyelesaian kasus yang kontras dengan penilaian 
pengawas terhadap koperasi yang bermasalah terhadap laporan 
pertanggungjawaban tahunan yang harus sesuai dengan berdasarkan 
waktu.  
f. Lemahnya struktur organisasi pada koperasi 
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2. Adapun upaya-upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 
Pengawasan Terhadap Koperasi Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 Ayat (3) 
Peraturan Menteri Koperasi Dan UKM Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 
antara lain : 
a. Audit maupun verifikasi dokumen harus valid dan akuntabel, 
sehingga dapat dipertanggungjawabkan 
b. Tetap menerima semua aduan, namun ada bentuk prioritas masalah 
serius dan masalah yang dapat diselesaikan secara mediasi antara 
nasabah/anggota dengan koperasi (pengurus) 
c. Dilakukannya workshop atau sosialisasi baik kepada pengurus 
koperasi maupun anggota koperasi terkait dengan peraturan mengenai 
koperasi 
d. Dilakukannya Rapat Koordinasi Tingkat I dan Tingkat II 
e. Diutamakannya penyelesaian kasus sampai adanya kekuatan hukum 
tetap atau mengikat 
f. Penguatan Pengawasan Terhadap Sturktur Organisasi Koperasi 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil analisis pada hambatan dan upaya dalam implementasi 
pasal 2 Dan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi Dan Ukm Nomor 
17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi Terkait 
Pengawasan Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam di Dinas Koperasi Dan UKM 
Kota Malang, maka penulis memberikan saran, antara lain : 
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1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota perlu meningkatkan kualitas 
pengawasan koperasi di Kota Malang dengan memperbaiki mekanisme 
pengawasan koperasi 
2. Perlu dibentuknya ketentuan yang mengatur lebih ketat mengenai 
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